BAB1

PENDAHULUAN

Sistem pemenniahs 1 O :':.':_ TUS . Derkembang, vang kﬂﬂ'l'l.ldlﬁ]:l
untuk memberikan

s Pemerinishun | Berbesis Elektranik (SPBE)
023). SPBE muncul unfuk mengata '

masyarakat doerah

orasi, dan berbagai
ses masyarakat terhadap
layanan publik yang dibutuhkan (Choirunnisa et al., 2023).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan pemerintah dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan lebih responsif terhadap



kebutuhan masvarakat vang terus berkembang (Katharina & Jaweng, 2020).
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tlersebut di tingkat daerah. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (2021} turut menetapkan
sejumlah regulasi turunan sebagal landosan operasional pelaksanzan layanan
elektronik. Beberapa regulasi tersebut antara lain, Keputusan Kepala Disdukeapil
Kaobupaten Kiaten Nomor 47028 Tahun 2021 fentany Penetapan [novasi, yang
menjadi chlsarﬁlhlﬂl dalum men, dan Iﬁﬂtkﬂmkan inovasi Jayanan
digitaly Keputusan. Kepala Disdukeapil Nomor 110316 Tahun 2021 tentang
Pengelolatn Pengnduan, yany mengatur mekanisme penanganan pengaduan
masyarskal secara sistematis dan ferintegrasi: Keputusan Kepala Disdukcapil
Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standsr Operasional Prosedur {SOP'II

Layanan, yang menetapkan alw dan  ketentuan teknis

pﬂ}mlw._?elawnm sdministrasi  kependudukan berbasis elektronik;
Keputusin Kepala Disdukeapil Nomor 000.8.3.2/182 Tahun 2024 ientang
Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan {Adminduk), yang
memuat indikator muty pelayanan, waktu penyelesaian, dan hik masyarakat
atas Iﬂmpm

Transformas1 digital  dolam h}m publik di Indonesia merupakan
langkah strategis wntuk memaksimalkan  penpgonaan  leknologi  dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Suwamo & Wati, 2020).
Transformasi digital diharapkan mampu menghadirkan layanan yang eepat,
akurat, efisien, dan transparan (MNurlaila et al., 2024). Salah satu inovasi yang

sedang diterapkan oleh banyak pemernntah daerah di Indonesia saat ini adalah

(%]



pelayanan yang berbasis elektronik atau e-govermmeni (Rozikin et al., 2020).
Sejak diluncurkannya berbagal inisiatif e-government, seperti SPBE di Indonesia.
banyak kemajuan telah dicapai. seperti layanan administrasi, pendafiaran,
pengajuan izin, dan akses informasi kini semakin mudah diakses melalui platform
digital (AS, 2024). Peningkatan infrastruktur teknologi, seperti infernet
berkecepatan  tingg dan penggunaan pmughl mobife, jugs mendukung
akselerasi :mq,.l’aynnﬂﬁ & ani, 2022} Pada lﬂﬂ;ﬂﬂld integrasi berbagai
sistem dan data antonnstanst menjadi fokus ulm]_n;._-'.selﬂnw mempermudah
Perkembangan ini semakin dipacu oleh kebutuhan unfuk mengeptimalkan
pelayanan publik pasca-pandemi COVID-19, dimans digitalisasi telsh terbukti
pﬁmng m menjaga kesinambungan layanan. Pemerintah Iiﬂtk Tranya
berupaya mgu!amh proses administrasi, tetapi juga meningkatkan inerals
dan partisipasi masyarakat melalui platform digital (Hendriy idat, 2022},

Pelayanan kependudukan dan pencotatan sipil memuinkan peran yang
krusial mnﬁﬁmﬂlﬁgﬂﬂm serta m.hnk—huf dasar warga
Negara (Sadipun ef al, 2024). Fungsi utama dari pelayanan ini adalah untuk
mencatat dan mengelola data identitas mmk akta kelahiran, akia
kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen penting lamnya
{Wulansari et al., 2024). Namun, meskipun penting, pelayanan Dukcapil di
banyak daerah masih menghadapi berbagni masalah, banvak instansi vang
menggunakan sistem konvensional yang lambat don kurang efisien, sehingga

mengakibatkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama bagl masyarakat



{Lesmana, 2024). Data vang tidak terintegrasi antar instansi juga menyebabkan
kesulitan dalam pengelolaan informasi dan meningkatkan nsiko kesalahan data
{Dzaky, 2024). Selain itw. pengelolaan dokumen kependudukan, seperti
kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, dapat menghambat masyarabat
dalam mengakses layanan kependudukan {Yulanda & Frinaldi, 2023). Saat ini,
Dinas  Kependudukan  dan _Pencatstan Sipil di Indonesia  telah
mengimplemetitasikan  berbagal inovasi dalam pelayanan publik, termasuk
penerapan sistem layanan berbasis elektronik. Inovasi-terschut diarapkan dapat
‘memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependod
mendatangi kantor dinas secarn langsimg {Kartika & Mmdgm Layanan
berhma,-ﬁ:tmmk ini tidak hanyn memberikan kemudahan dari sisi, IW«'-IE.

tkan tanpa harus

tetapi juga meningkatkan efisiensi kerju sparstur negara dalam melayani
masyarakat {Tasyah et al.. 2021). Pelaysnan elekironik yang dihadirkan meliputi
pendafiaran layanan secara onling, pengiriman dokumen elektronik, serta sistem
monitoring yang memungkinkan masyarakat untuk memantan stalus pengurdsan
dokumennya secara real-time (Okfaviani et al., 2024). Namun, meskipun inovasi
ini telah diterapkan, tidak dapat dipungkiri mosih terdapat berbagai hambatan
dalam  pelaksanaannya. Hambatan tersebul bisa berasal dari infrastruktur
teknologi vang belum merata, kapmsi.lns sumber dava manusia, hingga literasi

digital masyarakat vang bervariasi (Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien menjadi
salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas lavanan publik (Elen

Lian et al, 2023). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)



Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan serupa dengan yang telah dijelaskan
sebelumnyn. Disdukeapil masith mengandalkan sistem konvensional vang lambat
dan kurang efisien, yang menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang
lama bagi maosyarakat. Selain itu. fasilitas yvang tersedia juga kurang memadai,
seperti ruang tunggu yang tidak nyaman dan jumlah tempat duduk yang terbatas,
schingga banyak pemohon terpaksal berdirt saat menunggu antrian (Kusumawati
et al., 2023), Hal tersebut menjadi dasar evaluasi bagi Disdukcapil Klaten untuk
mengimplementasikan novasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi
sebagai fespons terhadap berbagai hambatan, khususnya selama pandemi Covid-
19 {m 2022). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) R1 mendorong seluruh kabupaten'kota
untuk m layanan admimstras: kependudukan secarn danmng puna
mguang]’komak fisik antara petugas dan penwh f%um ﬁ llham,
Jﬂﬁ}: Sebagat langkah awal, Disdukcapil Kabu'patm'_m membaat inovasi
{Sistem Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten)
yang berbasis Google Form. namun sistem ini menghadapi kendala akibat
tingginys volume permohonan yang mﬂsuic, vang menyehabkan beban pada
sistem dan menyulitkan operator dalam pengelolaan data, akibatnya efektivitas
proses  administrasi menjodi  kurang optimal (Wibowo, 2021} Untuk
meningkatkan  efektivitas  administrasi yang kurang optimal, Disdukeapil

Kabupaten Klaten bekerjs sama dengan Diskominfo Klaten mengembangkan



SAKURA (Sistem Administrasi Kependudukan dalam Jaringan) berbasis website
{Jati, 2023). Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan
kependudukan secara digital. Pengembangan SAKURA terus berlanjut dengan
penambahan fitur baru berdasarkan masukon pengpuna, guna mempercepat
verifikasi data dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Inovasi ini tidak
tapi juga mendukung tata kelola

Pembahasan tentang inovasi pelayanan publik yang berbasis digital
sangatlah penting untuk diteliti, mengingat perannya yang vital dalam
meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat di era modern.
Seiring dengan kemajuan teknologi yang cepat dun perubshan dalam kebutuhan
masyarakat, inovasi dalam pelayonan publik menjadi kunci untuk membangun



sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Penelitian mengenai inovasi
ini dapat menggali bagzimana pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk
mengatasi berbagai hambatan, seperti efisiensi waktu, aksesibilitas layanan di
daerah terpencil, duta yang tidak terintegrasi, dan hambatan lainnya. Dalam

3. Apa hambatan dat
elektronik yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten?

13 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :



Tujuan penelitian inovasi pelayanan publik adalah untuk mengidentifikasi
praktik-praktik terbaik dalam pelayanan publik dan menemukan cara-cara
inovatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan
layanan kepada masyarakat (Hartley, 2005).

asi pelayanan publik berbasis

I Untuk mengidentifikasi jenis|

kontribusi bagi ilmu Pﬂl&ﬂhhm
penlitian dapat dibagi menjadt du
I. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharspkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang
itmu pemerintahan, terutama terkait inovasi pelayanan publik berbasis
elektronik di sektor administrasi kependudukan. Dengan membahas



inovasi, implikasi, serta hambatan dalam penerapan layanan berbasis
teknologi. penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi sekaligus
kontribusi teoritis yang mendukung pengembangan studi mengenai
penerapan teknologi dalam pelayanan publik.

. Manfast Praktis

b. Manfaat bagi Masyarakat
Penclitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka

tentang penggunaan layanan publik berbasis elektronik. Dengan
penelitian ini, masyarakat akan lebih teredukasi mengenai



prosedur. keuntungan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh
layanan digital, yang pada gilimnnys dapat meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap pelayanan publik.

¢. Manfaat bagi Pembuat Kehijakan

ntuk kajian lebih luas tentang
penerapan e-government, Diata dan temuan vang disajikan dapat
menjadi dasar untuk penelitian lebih mendalam atou komparatif di

10



1.5

Sistematika Penullsan
Untuk memudahken penyajian hasil penelitian sekaligus memenuhi
berdasarkan sistematika yang terdin dari Bab | hingga Bab 5 dengan

rincian isi setiap Bab sebagai berikiif ¢

s elektronl dl Diﬂi? anendothikan: din By

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan mengenai beberapa teori yang menjadi
landasan dalam penelitian ini. Beberapa teori yang digunakan meliputi
Teori Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Teori Pelayanan
Publik, Teori Inovasi Pelayanan Publik, seria konsep-konsep terkait

1



administrasi kependudukan. Penjelasan teori-teori tersebut akan disertai
dengan kutipan dari pendapat para ahli vang diambil dari berbagai buku
dan jurnal

BAB 3 : METODE PENELITIAN

kesimpulan, dissjikan  poin-poin utama yang merangkum temuan
penelitian. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi, baik secara
teoritis maupun praktis, yong disusun berdasarkan hasil onalisis dan

temuan penelititn dari sudut pandang teori serte pelaksanaannya,
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